
 

 
 

 

BUPATI MAGELANG 
PROVINSI JAWA TENGAH 

 
PERATURAN BUPATI MAGELANG  

NOMOR 7 TAHUN 2021 
 

TENTANG 

 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 47 TAHUN 2019  

TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,  

 
BUPATI MAGELANG, 

 

Menimbang :   a. bahwa perubahan kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah 
Provinsi Jawa Tengah, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten 

Magelang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dan 
pembangunan dapat berdampak pada pelaksanaan APB Desa; 

b. bahwa dalam rangka memberikan pedoman dalam pelaksanaan 

perubahan APB Desa lebih dari 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun 
anggaran sebagai akibat terjadinya keadaan luar biasa, beberapa 
ketentuan dalam Peraturan Bupati Magelang Nomor 47 Tahun 

2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa perlu diubah; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada 

huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 
Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Desa; 

 
Mengingat  :  1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa 
Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 
42); 

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6573); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6573); 
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4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan 

Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6321); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa 
Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan 
Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 
tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5864); 

6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan 
Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, 

Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha 
Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 
296); 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang 
Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 611); 

8. Peraturan Bupati Magelang Nomor 53 Tahun 2014 tentang Tata 
Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten 

Magelang Tahun 2014 Nomor 53); 

9. Peraturan Bupati Magelang Nomor 56 Tahun 2014 tentang Bagi 

Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah 
Kabupaten Magelang Tahun 2014 Nomor 56) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Bupati Magelang Nomor 9 Tahun 2017 

tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 56 
Tahun 2014 tentang Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah 
Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2017 

Nomor 9); 

10. Peraturan Bupati Magelang Nomor 4 Tahun 2017 tentang 

Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 
2017 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Peraturan Bupati Magelang Nomor 58 Tahun 2020 

tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 
2017 tentang Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten 
Magelang Tahun 2020 Nomor 60); 

11. Peraturan Bupati Magelang Nomor 19 Tahun 2017 tentang 
Petunjuk Teknis Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa 

(Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2017 Nomor 19); 

 

 



-3-  

12. Peraturan Bupati Magelang Nomor 2 Tahun 2018 tentang 

Kedudukan Keuangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Staf 
Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 

2018 Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Peraturan Bupati Magelang Nomor 57 Tahun 2020 
tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 

2018 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa, Perangkat 
Desa dan Staf Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten 

Magelang Tahun 2020 Nomor 59); 

13. Peraturan Bupati Magelang Nomor 6 Tahun 2019 tentang 
Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan 

Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 
2019 Nomor 6); 

14. Peraturan Bupati Magelang Nomor 47 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang 
Tahun 2019 Nomor 47); 

 
MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN 
BUPATI NOMOR 47 TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN 

KEUANGAN DESA. 
 

Pasal I 
 

Ketentuan ayat (4) dan ayat (6) Pasal 47 Peraturan Bupati Magelang Nomor 47 Tahun 

2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang 
Tahun 2019 Nomor 47) diubah dan diantara ayat (6) dan ayat (7) disisipkan 1 (satu) 

ayat yakni ayat (6a) sehingga Pasal 47 berbunyi sebagai berikut: 
 

Pasal 47 
 

(1) Pemerintah Desa dapat melakukan perubahan APB Desa apabila terjadi: 

a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun 
anggaran berjalan; 

b. sisa penghematan belanja dan sisa lebih perhitungan pembiayaan tahun 
berjalan yang akan digunakan dalam tahun berkenaan; 

c. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar bidang, antar 

sub bidang, antar kegiatan, dan antar jenis belanja; dan 
d. keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun sebelumnya harus digunakan 

dalam tahun anggaran berjalan. 

(2) Perubahan APB Desa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun 
anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa. 

(3) Keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu keadaan tidak 
seperti yang direncanakan atau suatu kejadian yang terjadi di luar kemampuan 
manusia dan tidak dapat dihindarkan sehingga suatu kegiatan tidak dapat 

dilaksanakan. 

(4) Kriteria keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain: 
a. peperangan; 

b. kerusuhan; 
c. revolusi; 

d. bencana; 
e. pemogokan; 
f. kebakaran;  

g. kejadian lainnya yang harus dinyatakan oleh pejabat yang berwenang; dan 
h. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah 

Daerah Provinsi Jawa Tengah, dan/atau Pemerintah Daerah. 




